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PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat, antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Amasing Kota, 24 November 1994 (umur 27) tahun,
agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Tidore,13 September 1994 (umur 27) tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07

Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor
16/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Tidore, Kecamatan Tidore Utara Kabupaten
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Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Sebagaimana bukti berupa Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 25 Mei 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
sampai pisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak bernama XXXX Perempuan umur 3 tahun 7 bulan, dan saat ini
berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya oleh hal-hal
sebagai berikut :
6.1Tergugat Selingkuh;

6.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih 7 bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di nasehati oleh orang tua
Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada Bulan April 2020 saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama labuha cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutupuntuk umum yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX
tertanggal 21 April 2018 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 14 Februari
2019,yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
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sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal
dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:

1. XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2017;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan
Teragugat;

- Bahwa,Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang
anak perempuan dan Saat ini Ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan Harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Karena
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama 9
bulan lamanya;

- Bahwa, saksi tidak melihat Terguat berselingkuh dengan
wanita lain;

- Bahwa,saksi melihat langsung satu kali Penggugat dan
Tergugat bertengkar, pada bulan April 2020;

- Bahwa,saksi mendengar dari Penggugat, Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang
lebih 9 bulan;
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- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk
tetap membina rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak mau
lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah sahabat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah menikah tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan
Teragugat;

- Bahwa,Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang
anak perempuan;

- Bahwa,sehtahu saksi setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa
Amasing kota;

- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, tetapi setelah itu
tidak harmonis;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Karena
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat
selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan
nafkah,karena saksi tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa,saksi melihat langsung satu kali Penggugat dan
Tergugat bertengkar, pada bulan maret 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang
lebih 9 bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk
tetap membina rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak mau

lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana teruai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang
dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terguat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 8, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kartu Penduduk) adalah
merupakan bukti identitas diri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi  bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 174 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita 1
s/d 8,adalah fakta yang dilihat sendiri serta di dengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka
1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri serta didengar dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keluarga
dan teman dekat dari Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun
2017;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Desa Amasing Kota;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak perempuan;
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5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2020, mereka sudah tidak rukun lagi, antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat Selingkuh,Tergugat tidak memberikan nafkah
lahir dan batin selama 9 bulan:

6. Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan serta pertengkaran mereka
melihat sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 9 ( sembilan) bulan

8. Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak
berhasil;

9. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena
Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan
bertengkar secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang
9 (sembilan) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
saling memperdulikan satu sama lain;

3. Bahwa Penggugat telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali
dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat
dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan
ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara
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Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan
bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama lebih kurang 9
(sembilan) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap
saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat
telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya
dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh
ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap
diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa
mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu
menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan
tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap
mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad
dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami’ Al-Shagir Juz 1l halaman 203 yang
berbunyi:

rioYs )oY
Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;

Dan sesuai pula dengan Qaidah Fighiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa
an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagai berikut:

tllasll > e pasa duuliall ¢ 4
Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada
mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah
talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam
dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 347.000,- (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami
Muijitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H., dan Fuad
Hasan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim
Abdurauf, S.H.,sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.
Panitera

Naim Abdurauf, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat : Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat :Rp. 10.000,-
6. Biya Redaksi :Rp. 10.000,-
7. Meterai :Rp. 12.000,-
Jumlah : Rp. 347.000,-

(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
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